
Menirnbang 

Mengingat 

WALIKOTA PALANGKA RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR TAHUN 202 1 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 

DENGAN R!\HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a. bahwa dalan1 rangka memberikan arah dalam 

pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang 

herkesinambungan serta menjamin kctcrkaitan dan 

konsistensi antara percnca11aan, penganggarnn, 

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Pemerintah 

Daerah setiap tahun, maka wajib menyusun Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

b. bahwa untuk meiaksanakan ketentLlan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang mcnyatakan 

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daernh ditetapkan 

dengan Pcraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan perilinbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pcrlu 

mcnctapkan Pernturan Walikota Palangka Raya tentang 

Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kota Pala11gka Raya 

Tahun 2022; 

1. Undang-Unclang Nomor 

Pe.mbentukan Kotapradja 

5 Tahun 1965 tentang 

Palangka Raya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun J 965 Nomor 48, 

Tambahan Lcmba:ra11 Negara Republik Indonesia Nomor 

2753); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentru1g 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Jndonesia 

Nomor 4286); 

3 . Undang-Undang Nornor l Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355); 

4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan 
Pemerintah Daerah (Len1baran Negara Republik 
Indonesi.:i Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panj?..ng Nasional Tahun 2005· 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pember1tukan Peraturan Perundang-Undangru1 
(Lemharan Negara Republik lndone:sia Tahun 2011 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagailnana Lelah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Un.dru1g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2019 

Nomor 15, Tambahan r..ernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nornor 23 Tah1.1n 2014 

PemerinLahan Daerah (Lembaran Negara 
tentang 

Repuhlik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
tclah diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang­
u nda.ng Nomor 9 Tahun 2015 tenta11g Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 rentang 
Pemerintahan Daerah (l..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Nomor 5679); 
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9 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara 1-tepublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lemharan 

Negara Republik Jndonesia Nomor 4575); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengcndalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lemharan 
Negara Republik lnclonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lemharan Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta hw, 2019 ten tang 

Pengclo!aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 2079 Nomor 42, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteti 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Mcnteri Dalam Neger·i Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produ k Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian clan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Pera tu ran Daerah dan Ren can a 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangu11an Jangka Menengah 
Daerah clan Renca,,a Ke1ja Pemerinta.h Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13 12) ; 

15 . Peraturan Menteri DaJam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 178li; 
16. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

ten tang redoman f>enyusunan Rencana Kerja f>emerintah 
Daerah Tahun 2022 (Be1ita Negara Republik Indonesia 
Tahun 202 1 Nomor 1781) ; 

11 1 



Menetapkan 

-4-

17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangun.an Jangka Panjar1g 

Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah 

Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6); 
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 

2013 ten tang Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 
Nomor 18, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Palangka 

Raya Nomor 9); 
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Pembentuka.n dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6); 
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 tahun 

20 l 9 tentang Rencana Pembangunan Jangka M1mengah 
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Daerah 
Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 

Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 

2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Palangka Raya Nomor l); 
21. Peraturan Dacrah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 

2019 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Palangha Raya Tahun 2019 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka 

Raya Nomor 6); 

PERATURAN 
PEMERINTAH 
TAHUN 2022. 

MEMUTUSJ<AN : 

WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA 

DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikola ini yang dimaksud dengan: 

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 

2 . Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pcmcrintahan Daerah yang memimpin 
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SEKDA ~~ 

ASSISTEN 

A. BAPPLITBANG 

SEKRETARIS 

KEP. BIDANG II"'< ,r.,,,_ 

lASUBID,KASUBAG {'1u. 

IPELAKSANA 

BAB IV 

BABV 
BAB VI 
BAB VII 
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Sasaran dan Prioritas Pembangunan 
Daerah 
Rencana Kerja dan Pendanaan Daera h 
Kinerja Penyelenggara Pcmerintah Daerah 
Penutup 

BAB IJI 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 

PERUBAHAN 

Pasal 6 

(1) RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2022 dapat diubal1 
menjadi RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 
2022 apabila terdapat hal-hal yang disyaratkan oleh 
ketentuan Peraturan Penindang-Undangan yang berlaku. 

(2) RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2022 beserta matriknya 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota i.ni. 

BAB!V 
KRTENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota i.ni dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 

\1/ALIKOTA PALANGK/\ R/\YA, 

'I:, I I I ~ L 

FAIRID NAPARIN 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 

SEKRETARJS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

~/ 
HERA NUGRAHAYU 

BERIT/\ DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR ... 
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